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ABSTRACT
This article was written based by result of normative legal research about the regulation of pada 
gelahang marriage on customary law that created by customary law society of desa pakraman in 
Bali. That research was aimed to identify legal norms in awig-awig desa pakraman that regulate 
about pada gelahang marriage.
From that research’s result, it was known that aspect of matrimonial law has been regulated in 
awig-awig, whic is on certain chapter that regulate family law. That chapter titled Sukerta Tata 
Pawongan, that regulate the legal aspects about marriage, divorce, lineage, and inheritance. 
Although, the research result aslo shown that on nine awig-awig desa pakraman researched, only 
one that regulate about pada gelahang marriage, which is Awig-Wig Desa Pakraman Gadungan 
(Tabanan). The regulation is rather ambigious, only regulate about recognition of pada gelahang 
marriage existance, without any further regulation about requirements, procedure or it’s legal 
consequences.
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I.  PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Sebagamana lazmnya, dalam 
masyarakat Bal sebelumnya dkenal 
dua bentuk perkawnan, yatu (1) bentuk 
perkawnan biasa d mana dalam suatu 
perkawnan tu seorang str (berstatus 
pradana) dlepaskan hubungan hukumnya 
dar keluarga asal (orang tua kandung) 
untuk selanjutnya masuk dan melaksanakan 
tanggung jawab sebaga keluarga dalam 
lngkungan keluarga suam (berstatus 
purusa); dan (2) bentuk perkawnan 
nyeburin d mana terjad konds yang 
sebalknya, yatu suam (berstatus pradana) 
yang dlepaskan dae hubungan hukum 
dengan keluarga asalnya untuk selanjutnya 
masuk dan melaksasnakan tanggung jawab 
sebaga keluarga d lngkungan keluarga str 
(berstatus purusa).
Pada tahun 2008, Wayan P. Wnda 
dan kawan-kawan1 –melalu peneltannya 
–menemukan bentuk perkawnan lan, 
yatu perkawnan pada gelahang d mana 
dalam perkawnan n suam dan str tetap 
berstatus purusa2 d rumahnya masng-
masng, sehngga harus mengemban dua 
tanggung jawab (hak dan kewajban) 
1 Para penelt adalah dosen-dosen pemnat hukum adat 
Bal lntas perguruan tngg d Bal, yatu: Wayan P. 
Wnda, I Ketut Sudantra, Cok Istr Anom Pemayun, 
Anak Agung Ar Atu Dew (FH Unv. Udayana); Gust 
Ayu Kade Komalasar (FH Unv. Mahendradata); 
I Gede Suartka (FH Unv. Mahasaraswat); Putu 
Dyatmkawat (FH Unv. Dwjendra); Made Suantna 
(FISIP Unv. Wamadewa); dan I Ketut Wda 
(Unverstas Hndu). Lhat: Wayan P. Wnda, dkk., 
2009, Perkawinan Pada Gelahang di Bali, Udayana 
Unversty Press, Denpasar, hlm.v.
2 Istlah purusa menunjuk kepada status hukum 
yang melekat pada phak yang bertanggungjawab 
melanjutkan keturunan dalam keluarga Bal, sedangkan 
pradana melekat pada str dalam perkawnan basa) 
atau suam pada perkawnan nyeburin.
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sekalgus, yatu meneruskan tanggungjawab 
keluarga str maupun keluarga suam3. 
Sejak hasl peneltan Wayan P. Wnda 
tersebut mula  ddesmnaskan, bentuk 
perkawnan pada gelahang menjad topk 
hangat dalam masyarakat Bal.  D kalangan 
masyarakat terjad polarsas pendapat 
mengena pengakuan hukum terhadap bentuk 
perkawnan n. Phak yang pro berpendapat 
bahwa bentuk perkawnan pada gelahang 
merupakan jawaban terhadap kebutuhan 
jaman d mana serng terjad suatu konds 
d mana terjad percntaan antara pasangan 
calon mempela yang tdak memungknkan 
memlh salah satu dar bentuk perkawnan 
yang sudah ada (perkawnan biasa dan 
perkawnan nyeburun);  sedangkan phak 
yang kontra berpendapat bahwa bentuk 
perkawnan n menympang dar hukum 
adat dan budaya Bal yang menjunjung 
tngg sstem kekeluargaan purusa. 
Polemk tersebut dengan cepat dskap 
oleh lembaga umat Hndu, yatu Parsada 
Hndu Dharma Indonesa (PHDI) Provns 
Bal. Melalu paruman (musyawarah) 
PHDI pada har Senn tanggal 29 Desember 
2008 dsmpulkan bahwa perkawnan pada 
gelahang (stlah PHDI: perkawnan negen 
dadua) dapat dbenarkan menurut hukum 
Hndu dan tdak bertentangan dengan ajaran 
agama Hndu. PHDI Bal juga berpendapat 
bahwa perkawnan pada gelahang 
merupakan pergeseran budaya yang postf 
d mana melalu perkawnan pada gelahang 
memunculkan hak anak perempuan untuk 
mewars dar orang tuanya. Hal n, menurut 
PHDI Bal, merupakan penghargaan 
terhadap hak asas manusa khususnya hak 
anak perempuan4. 
Dua tahun kemudan, Majels Desa 
Pakraman Bal sebaga wadah tunggal 
kesatuan masyarakat hukum adat desa 
pakraman d Bal juga menykap polemk 
perkawnan pada gelahang n dalam 
suatu musyawarah tertngg yang dsebut 
pasamuhan agung (semacam kongres). 
Dalam Pasamuhan Agung III MDP Bal 
yang dselenggarakan d Denpasar 15 
Desember 2010 diputuskan bahwa: ”Bagi 
calon pengantn yang karena keadaannya 
tdak memungknkan melangsungkan 
perkawnan basa atau nyeburin (nyentana), 
dmungknkan melangsungkan perkawnan 
pada gelahang...”. 
Dlhat dar perspektf hukum, 
pengakuan PHDI Bal maupun MDP Bal 
belum dapat dkatakan sebaga hukum 
yang mengkat semua warga masyarakat 
hukum adat Bal, apalag sfat dar hasl-
hasl Pesamuhan Agung III MDP Bal hanya 
sebagai ”pedoman”, bagi segenap prajuru 
desa pakraman dan atau jajaran MDP Bal 
dalam menyelesakan masalah-masalah 
yang terjad d lngkungan desa pakraman.5 
Dhadapkan pada otonom desa pakraman, 
substans keputusan Pesamuhan Agung 
MDP Bal tersebut mash harus dtuangkan 
dalam awig-awig desa pakraman agar 
mengkat langsung semua warga kesatuan 
3 Ibid., hlm.25.
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4 Lhat: Kesmpulan Paruman Parsada Hndu Dharma 
Indonesa Provns Bal, dalam: Putu Dyatmkawat, 
2013, Kedudukan Perkawinan Pada Gelahang, 
Udayana Unversty Press, Denpasar, hlm.210.
5 Lhat Dktum Pertama dar Keputusan Majels Utama 
Desa Pakraman Bal Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP 
Bal/X/2010 yang menyatakan bahwa: “Hasl-hasl 
Pesamuhan Agung MDP III Bal sebaga pedoman 
bag segenap prajuru desa pakraman dan ataupun 
jajaran MDP Bali”
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masyarakat hukum adat desa pakraman 
yang bersangkutan.
Sesungguhnya, dlhat dar perspektf 
hukum negara, keberadaan bentuk 
perkawnan pada gelahang juga  sudah daku 
oleh yursprudens. Mahkamah Agung RI. 
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
1331 K/Pdt1/2010 dinyatakan bahwa ”...
perkawnan dengan status sama-sama 
Purusa adalah sah menurut hukum”6. Namun 
demikian, ”hukum” yang diciptakan oleh 
hakm Mahkamah Agung belum tentu serta 
merta dkut oleh masyarakat adat. sebaga 
hukum adat yang senyatanya berlaku. Dalam 
masyarakat adat desa pakraman, awg-awg 
desa pakraman mempunya kekuatan berlaku 
yang  lebh nyata d bandngkan dengan 
yursprudens. 
Berdasarkan latar belakang pemkran 
tersebut d atas, sangat relevan dan 
pentng pembahasan mengena pengaturan 
perkawnan pada gelahang d dalam awig-
awig desa pakraman. Pembahasan n 
relevan sebab telah lma tahun Keputusan 
Pesamuhan Agung III MDP Bal yang 
member pengakuan terhadap perkawnan 
pada gelahang. Kn saatnya untuk devaluas 
bagamana pengaturan perkawnan pada 
gelahang n dalam awig-awig desa 
pakraman. Pembahasan n pentng, sebab 
lembaga perkawnan sangat berpengaruh 
dalam menentukan status seseorang dalam 
hukum keluarga dan dan hukum wars, 
terutama dalam menentukan status hukum 
kekeluargaan suam-str dan anak-anak 
yang dlahrkan dar perkawnan tersebut. 
1.2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut d atas dapat drumuskan 
permasalahan yang akan dtelt dalam 
penelitian ini, yaitu: ”Bagaimanakah 
pengaturan perkawnan pada gelahang 
dalam awig-awig desa pakraman?”  Secara 
rnc, permasalahan tersebut melput 
petanyaan-pertanyaan: (1) apakah bentuk 
perkawnan pada gelahang sudah datur 
dalam awg-awg desa pakraman atau 
tdak?; (2) kalau sudah datur, bagamana 
pengaturan mengena syarat-syaratnya?, 
dan (3) bagamana pengaturan mengena 
prosedur perkawnan pada gelahang?; serta 




Peneltan n termasuk jens peneltan 
hukum normatf  atau yang oleh Soetandyo 
Wgnyosoebroto dsebut peneltan hukum 
doktrnal (Bambang Sunggono, 2003:43). 
Dengan pendekatan n, maka permasalahan 
yang dajukan dalam peneltan n dkaj 
dan danalss menurut kadah-kaedah atau 
norma-norma hukum yang berlaku. Sesua 
topk dan permasalahan peneltan, norma 
hukum yang dmaksud adalah norma-
norma hukum adapt Bal yang tercermn 
dalam awig-awig dan atau pararem desa 
pakraman. 
2.2. Bahan Penelitian
Sesua dengan tpe peneltan, 
peneltan n mengandalkan bahan-bahan 
hukum, bak bahan hukum prmrer maupun 
bahan hukum sekunder. D sampng 
menggunakan bahan hukum sebaga bahan 
6 Lhat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1331 
K/Pdt1/2010, dalam: Putu Dyatmkawat, op.cit., 
hlm.241.
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peneltan yang utama, peneltan n juga 
memanfaatkan bahan-bahan non hukum. 
Sebaga bahan hukum prmer, dpergunakan 
awig-awig dan atau pararem desa pakraman, 
utamanya awig-awig atau pararem yang 
bentuknya tertuls. Awg-awg tersebut 
dcar langsung dar sumber asalnya, yatu 
desa pakraman yang bersangkutan. Karena 
desa pakraman masng-masng berhak 
membuat aturan hukumnya (awg-awg) 
sendr sesua prnsp desa mawacara 
maka kemungknan terjad varas-varas 
tertentu dalam pengaturan masalah-masalah 
perkawnan pada awig-awig desa pakraman 
d Bal yang jumlahnya rbuan.  Oleh karena 
tu, penelt mengusahakan awg-awg desa 
pakraman yang dgunakan dalam peneltan 
n berasal dar desa-desa  pakraman.yang 
secara representatve mewakl masng-
masng kabupaten/kota yang ada d Provns 
Bal.
Bahan hukum sekunder yang dgunakan 
dalam peneltan n adalah lteratur-lteratur 
hukum yang dharapkan dapat menjelaskan 
stlah-stlah ataupun konsep-konsep 
hukum yang termuat dalam awg-awg desa 
pakraman. Karena masalah perkawnan tdak 
semata-mata merupakan persoalan hukum 
maka tdak dapat dhndar penggunaan 
lteratur-lteratur non-hukum (bahan non-
hukum) untuk membantu pemahaman 
penelt terhadap konsep-konsep yang 
dgunakan dalam awg-awg desa pakraman. 
Kenyataan bahwa awig-awig desa pakraman 
menggunakan bahasa Bal menyebabkan 
penggunaan kamus (Kamus Bahasa Bal) 
juga menjad kebutuhan penelt untuk 
memaham substans dan makna ketentuan-
ketentuan yang datur dalam awig-awig desa 
pakraman. Bahan-bahan hukum sekunder 
dan bahan non-hukum tersebut dperoleh 
dar sumber-sumber kepustakaan.
2.3. Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Penelusuran lteratur dlakukan dengan 
teknk bola salju. Pertama, dkumpulkan 
nformas yang relevan dar satu awig-awig 
desa pakraman, selanjutnya menggelndng 
terus untuk mengumpulkan nformas yang 
relevan dar awig-awig desa pakraman yang 
lan, begtu seterusnya dlanjutkan untuk 
mengumpulkan nformas dar awig-awig 
desa pakraman berkutnya. Pengumpulan 
bahan hukum dhentkan ketka tdak 
dtemukan nformas yang baru lag. 
Informas yang dperoleh dar bahan-bahan 
hukum tersebut kemudan dkumpulkan 
dengan teknk fotocopy dan atau pencatatan-
pencatatan dengan mencatat nformas yang 
dperlukan serta denhttas sumbernya secara 
lengkap. 
2.4. Teknik Pengolahan dan Analisis 
Bahan Hukum
Bahan-bahan hukum yang telah 
terkumpul selanjutnya dberkan kode-kode 
untuk memudahkan klasifikasi. Klasifikasi 
dlakukan berdasarkan permasalahan yang 
dajukan dalam peneltan n.  Bahan-bahan 
hukum yang dikklasifikasikan itu selanjutnya 
dsusun secara sstemats sesua kerangka 
penulsan yang telah dtentukan sebelumnya. 
Selanjutnya, keseluruhan bahan hukum yang 
sudah dsusun secara sstemats tersebut 
danalss dengan teknk-teknk penalaran 
dan argumentas hukum, sepert konstruks 
hukum dan penafsran hukum. Akhrnya, 
keseluruhan hasl peneltan dsajkan secara 
dskreftf analts.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Aspek Hukum 
Perkawinan dalam Awig-awig Desa 
Pakraman
Secara umum hasl peneltan 
menunjukkan bahwa semua awig-awig 
desa pakraman yang dtelt mengatur 
masalah-masalah perkawnan d bawah 
bab (sarga) tersendr yang secara khusus 
memuat aspek-aspek hukum keluarga. Bab 
tersebut berjudul Sukerta Tata Pawongan, 
yang d dalamnya mengatur aspek-aspek 
hukum keluarga melput: indik pawiwahan 
(prhal perkawnan), indik nyapian (prhal 
perceraan), indik sentana (prhal anak 
keturunan), dan indik warisan (prhal 
pewarsan).  
Pada umumnya, aspek-aspek 
yang datur dalam sub ttel (palet) indik 
pawiwahan adalah menyangkut: pengertan 
perkawnan; prhal cara-cara perkawnan 
(pemargin pawiwahan); prhal syarat-
syarat perkawnan (pidabdab sang pacang 
mawiwaha); dan prhal prosedur perkawnan 
(pemargin pawiwahan)
3.2. Pengaturan Mengenai Pengertian 
Perkawinan
Hasl peneltan menunjukkan bahwa 
hampr semua awg-awg desa pakraman 
yang dtelt mengatur secara ekplst prhal 
pengertan perkawnan. Hanya dtemukan 
satu awg-awg desa pakraman yang tdak 
merumuskan difinisi konsep perkawinan, 
yatu Awig-awig Desa Pakraman Gadungan 
(Tabanan). Walaupun begtu, dar peneltan 
terhadap pasal-pasal (pawos) yang terdapat 
dalam bagan (palet) yang mengatur masalah 
perkawnan, segera dapat dpaham bahwa 
konsep perkawnan yang danut dalam 
awg-awg n tdak berbeda dengan konsep 
perkawnan yang datur oleh awg-awig desa 
pakraman pada umumnya. 
Dar peneltan terhadap awg-awg 
desa pakraman yang mengatur difinisi 
perkawnan, dtemukan adanya keseragaman 
mengena rumusan pengertan perkawnan. 
Memang, dalam kehdupan sehar-har stlah 
yang dgunakan untuk menyebut perkawnan 
cukup beragam, sepert nganten, masomahan, 
makurenan, alaki rabi, mekerab kambe, 
merabian, pawiwahan, dan lan-lan7, tetap 
stlah tekns yang yang secara konssten 
dgunakan dalam awig-awig desa pakraman 
untuk menyebut perkawnan adalah stlah 
pawiwahan. D beberapa bagan kadang-
kadang dtemukan penggunaan stlah: 
merabian, msalnya dalam konteks palas 
merabian (perceraan).
Dalam rumusan bahasa aslnya (Bahasa 
Bal), pengertan perkawnan msalnya 
drumuskan dengan kalmat sebaga berkut: 
”Pawiwahan inggih punika petemoning 
purusa predana melarapan panunggalan 
kayun suka cita maduluran upasaksi sekala 
niskala” 8
Kadang-kadang dtemukan rumusan 
yang sedkt berbeda, msalnya  ada 
penambahan frasa ”laki istri” setelah frasa 
”purusa lan pradana”9, suatu perbedaan 
yang tdak prnspl kecual hanya untuk 
Vol. 4, No. 3: 575 - 587
7 I Ketut Sudantra, I Gust Ngurah Sudana, dan Komang 
Gede Narendra, 2011, Perkawinan Menurut Hukum 
Adat Bali, Udayana Unversty Press, Denpasar, 
hlm.3.
8 Lhat:  Pawos 52 Awig-awig Desa Adat Bangklet 
(Bangl); Pawos 49 Awig-awig Desa Adat Badngkayu 
(Jembrana); Pawos 68 Awig-awig Desa Adat Unggasan 
(Badung); Pasal 50 Awig-awig Desa Adat Geryana 
Kangn (Karangasem).
9 Lhat: Pawos 68 Awig-awig Desa Adat Jungutbatu 
(Klungkung).
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menegaskan bahwa istilah ”purusa-pradana” 
berkatan dengan jens kelamn para phak 
yang melakukan perkawnan, yatu antara 
calon mempela yang berjens kelamn lak-
lak (laki) dan perempuan (istri).  
Walaupun dtemukan sedkt varas-
varas tertentu dalam rumusannya, namun 
dapat dtegaskan bahwa secara konseptual 
semua awig-awig yang dtelt menganut 
konsep bahwa:
(1) Perkawnan merupakan suatu katan 
antara dua phak yang masng-masng 
berstatus gender berbeda, yatu purusa 
(lak-lak) dan pradana (perempuan) 
laki dan perempuan (”patemoning 
purusa pradana”);
(2) Perkawnan ddasar oleh kehendak 
bersama dan rasa cnta calon mempela 
(malarapan panunggalan kayun suka 
cita);
(3) Perkawnan dlaksanakan melalu 
rangkaan upacara agama yang dsebut 
upasaksi (malarapan upasaksi sekala 
niskla)
Mengena cara perkawnan (pemargin 
pawiwahan), pada umumnya awig-awig desa 








(1) Perkawnan dengan cara memnang,;
(2) Perkawnan dengan lar bersama;
(3) Perkawnan nyeburin, yatu perkawnan 
d mana suam kut keluarga str. 
Dar penguraan mengena cara 
perkawnan (pemargin pawiwahan) d 
atas, tampaknya awg-awg desa pakraman 
rancu dalam merumuskan norma tentang 
cara perkawnan dan bentuk perkawnan. 
Secara konseptual, antara cara dan bentuk 
perkawnan adalah dua hal yang berbeda. 
Cara menyangkut bagamana proses 
perkawnan tu dawal, sedangkan bentuk 
perkawnan menyangkut status calon 
mempela dalam perkawnan. Dalam 
lteratur hukum adat Bal, cara perkawnan 
yang mash lazm dlakukan oleh masyarakat 
adat Bal adalah perkawnan dengan cara 
memnang (pepadikan) dan perkawnan 
yang dawal dengan lar bersama (ngerorod/
ngerangkat)10. Cara apapun yang dtempuh, 
secara konseptual tdak ada hubungannya 
dengan bentuk perkawnan, apakah 
bentuk perkawnannya nyeburin ataukah 
perkawinan biasa. Plhan mengena bentuk 
perkawnan lebh  berkatan dengan status 
suam-str dalam keluarga, apakah suam-
str dan anak-anak yang dlahrkan akan 
berkedudukan hukum dalam keluarga suam 
(perkawnan biasa) ataukah dalam keluarga 
str (perkawnan nyeburin)11. 
Setelah durakan tentang cara 
perkawnan, selanjutnya datur mengena 
prosedur (tatacara) masng-masng cara 
perkawnan tersebut. Pengaturan mengena 
10 Pada masa lalu terdapat beberapa cara perkawnan 
d sampng dlakukan dengan cara pepadkan dan 
ngerorod,  msalnya kajangkepang (djodohkan) 
dan melegandang (kawn paksa). Tetap cara-cara 
perkawnan n sudah tdak lazm lag dlakukan. 
Lhat: Wayan P. Wnda dan Ketut Sudantra, 2006, 
Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentas 
dan Publkas Fakultas Hukum Unverstas Udayana, 
hlm.86.
11 I Ketut Sudantra, I Gust Ngurah Sudana, dan Komang 
Gede Narendra, op.cit., hlm.5.
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prosedur perkawnan memnang dan lar 
bersama cukup rnc, tetap sama sekal 
tdak dtemukan pengaturan mengena 
prosedur perkawnan nyeburin.  Hasl 
peneltan menunjukkan bahwa prosedur 
perkawnan memnang (pepadikan) dan 
lar bersama (ngerorod) datur datur 
sedemkan rupa sesua karakter masng-
masng sehngga menunjukkan perbedaan 
satu dengan yang lannya, terutama d awal 
proses.   Namun demkan, apapun cara 
perkawnan yang dtempuh, semua awig-
awig yang dtelt menentukan bahwa setap 
orang yang akan melakukan perkawnan 
wajb membertahukan (mesadokang) 
kehendaknya kepada Prajuru (Kepala 
Adat). Phak prajuru selanjutnya menelt 
untuk memastkan apakah perkawnan yang 
akan dlakukan sudah sesua ketentuan yang 
berlaku atau sebalknya. Prnsp umum 
tersebut dapat diidentifikasi dari rumusan 
norma yang menegaskan bahwa ”Sapasira 
ugi pacang ngawarangang pakulawarganya 
patut masadok ring Prajuru/Dulu, 
selanturnya Prajuru/Dulu mari tatas manut 
tan manut indik parabyane” (setap orang 
yang akan melakukan perkawnan wajb 
membertahukan kehendaknya (melapor) 
kepada Kepala Adat, yang selanjutnya 
menelt apakah perkawnan tersebut sudah 
sesua ketentuan atau sebalknya). 
Awig-awig desa pakraman pada 
umumnya mengatur bahwa prosedur 
perkawnan dlakukan dalam tga tahapan, 
yatu:
(1) Tahap pendahuluan;
(2) Tahap pelaksanaan; dan
(3) Tahap penutup
Dalam perkawnan pepadikan tahap 
pendahuluan melput semua proses acara 
melamar (pepadikan  atau makruna), 
yaitu acara yang diinisiatifi oleh keluarga 
calon mempela lak-lak (purusa) untuk 
melakukan pembcaraan dengan keluarga 
calon mempela perempuan (pradana). Int 
pembcaraan bers kengnan phak calon 
memepal lak-lak untuk mempersuntng 
anak gads phak keluarga mempela 
perempuan. Proses tahap pendahuluan n 
bervaras, ada yang cukup hanya dlakukan 
satu kal, dua kal, ada juga awg-awg 
yang mewajbkan tahapan n dlakukan 
tga kal. Msalnya, Awig-awig Desa Adat 
Unggasan menentukan proses pepadikan 
wajb dlakukan tga kal, Awig-awig Desa 
Pakraman Gadungan mewajbkan pepadikan 
dlakukan dua kal (pakrunan jantos ping 
kalih), sedangkan Awig-awig Desa Adat 
Belega menentukan pepadkan cukup hanya 
dlakukan sekal (pakrunan apisan). 
Apabla tahap pendahuluan sudah 
rampung d mana kengngan keluarga 
calon mempela lak-lak dpenuh oleh 
keluarga calon mempela perempuan, acara 
dlanjutkan ketahap berkutnya, yatu tahap 
pelaksanaan perkawnan yang melput 
proses: 
(1) Mengambl calon mempela perempuan 
d rumahnya kemudan dajak  pulang 
ke rumah keluarga calon mempela 
lak-lak;
(2) Pengesahan perkawnan dengan 
upacara pabyakala.
Tahap penutup adalah acara dmana 
phak keluarga mempela lak-lak 
mengunjung keluarga mempela perempuan 
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dengan membawa sarana upacara yang akan 
dhaturkan dtempat pemujaan (mrajan/
sanggah) keluarga memepal perempuan.
Sebaga contoh lengkap rumusan norma 
dar ketga tahapan prosedur perkawnan 
memnang tersebut dapat dkutp  Pawos 
54 ayat (2)  Awig-awig Desa Adat Bangklet 
yang menentukan sebaga berkut:
Pemargi pepadikan anut dudonan: 
1. Pakrunan jantos ping tiga, saha soang-
soang malarapan antuk:
 a. Kapartama antuk canang Taksu;
 b. Kapingkalih antuk canang canang 
Taksu lan sajeng;
 c. Kaping tiga antuk canang Taksu 
maruntutan tipat bantal pinaka 
pamuput papadikan.
2. Risampun pragat raris sang istri kaajak 
budal ring pakubon sang lanang saha 
kalanturang antuk pabyakal, pakalan-
kalan lan paparadangan;
3. Mangda pragat tumus sekala niskala, 
raris kulawarga purusa makta pejati 
matipat bantal ring mrajan wadone. 
Terjemahan bebas: 
Prosedur perkawnan dengan cara 
memnang (pepadikan), sebaga berkut:
(1) Pelaksanaan pepadkan dlakukan tga 
kal, sebaga berkut:
 a. Pertama, dlakukan dengan sarana 
upacara berupa canang Taksu
 b. Kedua, dlakukan dengan sarana 
upacara berupa canang Taksu dan 
sajeng;
 c. Ketga, dlakukan dengan sarama 
upacara canang Taksu serta 
tipat bantal, sebaga tahap akhr 
pemnangan.12
(2) Setelah acara pemnangan 
selesa, mempela perempuan dajak pulang 
ke rumah mempela lak-lak dlanjutkan 
dengan upacara pabyakalan, pakalan-kalan 
dan papradangan
(3) Supaya upacara perkawnan 
danggap selesa lahr batn (pragat sekala 
niskala), keluarga phak yang berstatus 
purusa (umumnya phak mempela lak-
lak) membawa sarana upacara pajati 
matipat bantal untuk dhaturkan d tempat 
pemujaan (mrajan) phak keluarga mempela 
perempuan
Mengena prosedur perkawnan 
ngerorod, pada prnspnya juga dtentukan 
mest dlakukan dalam tga tahapan 
tersebut, yatu (1) tahap pendahuuan; (b) 
tahap pelaksanaan; dan (3) tahap penutup. 
Perbedaan yang menjolok terjad pada tahap 
pendahuluan perkawnan, sedangkan proses 
pelaksanaan dan penutup sama. Kalau dalam 
perkawnan pepadikan, tahap pendahuluan 
12 Dalam Awg-awg Desa Adat Ungasan, tahap pertama 
n dsebut: pakrunan. Sedangkan dalam Awg-
awg  Desa Adat Jungutbatu, acara pemnangan n 
dsebut (tertuls) pakraman (mungkn yang dmaksud 
adalah pakrunan), melput tga langkah yatu: 
langkah pertama dsebut pasuwakan, kedua dsebut 
pangambilan, dan yang ketga adalah pangunyan. 
Mengena sarana upacara yang d bawa pun terdapat 
varas-varas tertentu.  Msalnya,  Pawos 67 Awg-
awg Desa Adat Belega menentukan sebaga berkut:
 Pemargi pepadikan manut dudonan:
 (1) Pakrunan apisan turin makta pejati lan canang 
pangrawos;
 (2) Risampun puput raris sang istri keajak budal 
ring pakubon sang lanang, saha kalanturang antuk 
pabyakala;
 (3) Mangda puput tumus sakala niskala, raris 
kulawarga purusa makta pajati ring merajan wadon.
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dmula dengan melakukan pembcaraan-
pembcaraan antara keluarga calon mempela, 
dalam perkawnan ngerorod  proses tdak 
dawal dengan pembcaraan-pembcaraan, 
melankan dmula dengan damblnya calon 
mempela perempuan oleh calon mempela 
lak-lak untuk dajak kawn (selaran). 
Setelah tu barulah dlakukan proses-
proses pembcaraan antara keluarga calon 
mempela yang dsebut pamilaku. Dalam 
awg-awg yang dtelt, tdak dtemukan 
norma yang secara ekplst mengatur 
moment (saat) pengamblan calon mempela 
perempuan oleh calon mempela lak-lak, 
tetap dar pasal-pasal (pawos) yang ada 
dapat dpaham bahwa proses tulah yang 
mengawal perkawnan ngerorod.  :
Untuk lebh jelas memaham 
pengaturan tahap pendahuluan n, berkut 
n dkutp Pawos 54 huruf c Awg-awg 
Desa Adat Bangklet:
Prade ngerorod patut:
1. Reraman lanange ngewentenang 
pamilaku antuk duta sekirangnya 2 
(kalih) diri;
2. Pagenah antene tan kengin ring 
pakubon sang lanang sadereng 
mabyakala.
Ketentuan d atas mempunya art 
sebaga berkut:
Apabla perkawnan dlakukan dengan 
cara lar bersama (ngerorod), maka wajb:
1. Orang tua calon mempela lak-lak 
melakukan pamilaku oleh utusan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
2. Tempat pengantn tdak boleh d rumah 
calon mempela lak-lak sebelum 
dlakukan upacara mabyakala.
Tdak dtemukan ketentuan lebh 
lanjut prhal tempat yang dmaksud dalam 
angka 2 d atas, tetap dar penelusuran 
lteratur dapat dketahu bahwa tempat 
yang dimaksud lazim disebut ”pengkeban” 
(tempat persembunyan) yatu  rumah phak 
ketga yang dpandang netral.
Dalam awig-awig desa pakraman juga 
datur mengana syarat-syarat perkawnan. 
Pawos 52 ayat (3) Awig-awig Desa Adat 
Bangklet menentukan syarat-syarat 
perkawnan sebaga berkut:
Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:
a. Sampun manggeh deha teruna (prasida 
nganutin undang-undang);
b. Sangkaning pada rena (tan kapaksa);
c. Nganut kecaping Agama (tan gamia 
gamana);
d. Kawisudayang prade pengambile sios 
agama miwah kapatiwangi;
Terjemahan bebas:
Syarat-syarat orang yang akan 
melangsungkan perkawnan adalah sebaga 
berkut:
a. Sudah deha-teruna (cukup umur) 
sesua yang dtentukan oleh undang-
undang;
b. Berdasarkan suka sama suka (tanpa 
paksaan);
c. Sesua dengan ketentuan agama (tdak 
gamia gamana = tdak berhubungan 
darah dekat)
d. D-suda wadani dalam hal calon 
nmempela perempuan berbeda 
agama;
Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (4) 
ditegaslkan bahwa : ”Pemargin pawiwahan 
mangda taler nganutin Undang-undang 
Perkawinan saking sang ngawewenang” 
yang artnya bahwa pelaksanaan perkawnan 
juga mengkut ketentuan Undang-
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undang Perkawnan yang dkeluarkan oleh 
Pemerntah.
D sampng syarat-syarat tersebut, 
awig-awig desa pakraman juga mengatur 
mengena syarat sahnya perkawnan.  Dalam 
awg-awg desa pakraman tdak dkenal stlah 
”sah” melainkan ”patut” atau ”kapatutang” 
yang atnya dbenarkan.  Mengena syarat-
syarat perkawnan yang danggap sah atau 
patut (kapatutang, Pawos 53 Awig-awig 
Desa Adat Bangklet menentukan sebaga 
berkut:
(1) Pawiwahan sane kapatutang ring 
Desa Adat Bangklet sekadi ring sor:
 a. Sampun kamargiang pabyakala 
utawi pasakapan, kasaksiang 
sekala niskala antuk Prajuru lan 
kapuput antuk Pinadita utawi 
Pemangku Rajapati;
 b. Wenten pesaksi Prajuru sane 
mapekelingang utawi ngilikitayang 
pawiwahan;
 c. Pinaka pamitegep upasaksi ring 
niskala, patut ngaturang perebuan 
ring Pura Bale Agung utawi ring 
Pura Puseh indik sarana upakara 
anut pidabdab pararem;
 d. Keni prabeya pengelus kerob 
akahnyane manut pararem, 
ring sang ngambil, prade sang 
mawiwaha ketios desa;
 e. Prade sang mawiwaha tan 
nganutin pidabdab aksara c lan 
d tan kadadosang ngranjing ke 
Parhyangan Desa Adat;
 f. Pawiwahan inucap ring ajeng 
sampun kacatatabg ring Kantor 
Camat utawi kantor Catatan Sipil 
Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bangli.
(2) Parabyan sane tan manut kadi ring 
ajeng sinanggeh tan patut.
Terjemahan bebas:
(1) Perkawnan yang dbrenarkan d Desa 
Adat Bangklet, sebaga berkut:
 a. Sudah dlaksanakan rangkaan 
upacara agama (pabyakala, 
pasakapan), dsakskan oleh Kepala 
Adat dan upacaranya dlakukan 
oleh rohanawan (Pnandta atau 
Pemangku Rajapat)
 b. Ada kesaksan Kepala Adat yang 
mengumumkan kepada masyarakat 
dan mencatatkan perkawnan 
tersebut;
 c. Untuk melengkap  kesaksan 
dar roh leluhur (niskala) wajb 
menghaturkan upacara perebuan 
d Pura Bale Agung atau Pura 
Puseh dengan sarana upacara 
sesua keputusan rapat desa adat 
(pararem)
 d. Kena baya pengelus kerob yang 
besarnya sesua yang dtentukan 
dalam rapat desa adat (pararem), 
dkenakan kepada phak mempela 
lak-lak jka mempela perenmpuan 
kawn ke luar desa;
 e. Apabla yang melangsungkan 
perkawnan tdak mengkut 
ketentuan c dan d d atas, tdak 
dperbolehkan memasuk tempat 
pemujaan mlk desa adat;
 f. Perkawnan d atas sudah dcatatkan 
d kantor Catatan Spl Kabupaten 
Bangl. 
 g. Sudah dtanda dengan suara 
kentongan
(2) Perkawnan yang tdak sesua dengan 
ketentuan d atas adalah tdak sah.
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5.2. Pengaturan Perkawinan Pada 
Gelahang dalam Awig-awig Desa 
Pakraman
Hasl peneltan terdahulu yang 
dlakukan oleh Wnda dan kawan-kawan 
menunjukkan bahwa perkawnan pada 
gelahang merupakan suatu fenomena yang 
meluas, terjad hampr pada semua kabupaten 
kota d Bal. Tetap hasl peneltan kal n 
menunjukkan bahwa tdak banyak awig-
awig yang sudah mengatur eksstens bentuk 
perkawnan n. Dar peneltan terhadap 
semblan awig-awig dar masng-masng 
kabupaten/kota d Bal hanya dtemukan 
satu awig-awig desa pakraman yang 
secara ekplst telah mengatur keberadaan 
perkawnan pada gelahang. Awig-awig yang 
dmaksud adalah Awig-awig Desa Pakraman 
Gadungan (Tabanan).
Dalam Awig-awig Desa Adat 
Gadungan yang dbuat tahun 2004 n stlah 
yang dgunakan untuk menyebut perkawnan 
pada gelahang adalah perkawnan nadua 
umah. Dengan tegas Awig-awig n mengaku 
eksstens perkawnan pada gelahang (nadua 
umah), tap harus dlakukan sedemkan rupa 
dengan prnsp kehat-hatan sehngga tdak 
menmbulkan permasalahan dkemudan 
har. Pengakuan tersebut dtegaskan dalam 
Pawos 48 ayat (2) yang menentukan sebaga 
berkut:
  ”Pawiwahan nadua umah 
kafdadosang, sakewanten mangda 
tan ngemetuang wicara, patut 
kakaryaning ilikita sane pastika 
(nganggen materai) sane kasaksinin 
antuk kulawarga saking purusa 
lan pradhana miwah prajuru desa 
pakraman”
Terjemahan bebas:
Perkawnan pada gelahang(nadua 
umah) dperbolehkan, tetap supaya tdak 
menmbulkan permasalahan harus dbuatkan 
surat d atas metera yang dsakskan oleh 
keluarga kedua belah phak dan kepala adat 
(prajuru desa pakraman)
Tdak ada penegasan prhal surat (ilikita 
sane pastika) yang dmaksudkan dalam 
ketentuan d atas, apakah dalam bentuk surat 
pernyataan ataukah surat perjanjan. 
Walaupun bentuk perkawnan n 
mempunya karakter khusus dbandngkan 
dengan dua bentuk perkawnan lannya, 
yatu perkawnan biasa dan perkawnan 
nyeburin, tetap tdak dtemukan pengaturan-
pengaturan lan yang secara khusus mengatur 
syarat-syarat, prosedur, atapun akbat hukum 
perkawnan pada gelahang n dalam Awig-
awig Desa Adat Gadungan.  Hanya ada satu 
pengaturan khusus yang membedakannya 
dengan pengaturan bentuk perkawnan biasa 
dan bentuk perkawnan nyeburin, yatu 
dalam perkawnan pada gelahang wajb 
dbuatkan surat (ilikita sane pastika). Selan 
tu, hanya dtemukan pengaturan mengena 
syarat atau pun prosedur umum dalam 
perkawnan sebagamana juga datur dalam 
awg-awg desa pakraman lannya. 
VI. SIMPULAN DAN SARAN
4.1. Simpulan
Berdasarkan hasl peneltan dan 
pembahasan sebagamana paparan d atas, 
akhrnya dapat dsmpulkan bahwa aspek 
hukum perkawnan datur dalam bab (sarga) 
khusus awig-awig desa pakraman, yatu 
dalam satu bab yang berjudul: Sukerta 
Tata Pawongan. Walaupun aspek hukum 
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perkawnan datur dalam semua awig-awig 
yang dtelt, tetap tdak banyak awig-awig 
desa pakraman yang mengatur prhal bentuk 
perkawnan pada gelahang. Dar peneltan 
terhadap semblan awg-awg desa pakraman 
dar masng-masng kabupaten/kota d 
Provns Bal, hanya dtemukan satu awig-
awig desa pakraman yang mengatur prhal 
perkawnan pada gelahang (nadua umah), 
yatu Awig-awig Desa Pakraman Gadungan 
yang dbuat tahun 2004.  Pengaturannya pun 
sangat sumr, hanya mengatur pengakuan 
terhadap eksstens perkawnan pada 
gelahang, tanpa pengaturan lebh lanjut 
mengena syarat-syarat, prosedur maupun 
akbat hukumnya. 
Dengan demkan, Keputusan 
Pesamuan Agung III MUDP Bal terkat 
dengan pengakuan perkawnan pada 
gelahang belum banyak mendapat apresas 
dar desa-desa pakraman d Provns Bal. Hal 
tu dtunjukkan dengan belum djabarkannya 
Keputusan Pesamuhan Agungg III tersebut 
d dalam awg-awg desa pakraman masng-
masng.
4.2. Saran
Berdasarkan temuan peneltan, dapat 
dsarankan sebaga berkut:
(1) Desa pakraman d seluruh Bal perlu 
merespon Keputusan Pesamuhan 
Agung III MUDP Bal terkat dengan 
pengakuan terhadap eksstens bentuk 
perkawnan pada gelahang, dengan 
menjabarkan putusan tersebut dalam 
awg-awg desa pakraman atau dalam 
pararem desa pakraman masng-
masng;
(2) Jajaran Majels Desa Pakraman (MDP) 
d seluruh Bal perlu menngkatkan 
sosalsas Keputusan-keputusan 
Pesamuhan Agung III MUDP Bal, 
termasuk pengakuan terhadap 
eksstens bentuk perkawnan pada 
gelahang sehngga keputusan tersebut 
dapat djabarkan oleh desa pakraman 
ke dalam awig-awignya masng-
masng. 
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